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BUPATI MUARA ENLA,

hanwa hubunesn antam pekerja dan peneusaha merupikan fbungzan hukum
vang dapat sajx memmbulkan perselisihan bask yvang berkenman dengan syaril-
syarat ks, nomea ke, keselumatan kerja serta koendise ke 3 Perussduun-
jrerisihaan

bahwa uetul penyelessian persebsthan ontara pekerja dan pengusahs
sebagaimana dimaksud burup a perdu menetapkan Peraturan Dacrsh tentang
pemyelesanan persehsihan mdustnal & Kabupaten Muars B
lndang-undang Momar 22 Talun 1957 tentane Pergpclesaan Pezealisihan
I'erburchan { Lembarzn Megara Tehun 1937 Momor 420 tambaban Lomnbar
Mapara Momor JLE7 ) L

Mndang-undang  Memor 28 Tabun 15958 fentang Pambentuban asrah
Timghan T dan Notapraja di Sumaters Selatan Lembaran Negara Tahun 1959
momor 73, Tambaban Lembaran Megars Nomorlgzl)

U ndang-undans Momar 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hobungan Kera
4 Perusahasn Swasta ( Lembaraan Megarm BT Tahun 1964 Nomor D3
Tambahan Lembaran Megare Nomor 2080 | |

Undangundang BRI Nomor 14 Tahun 1969 lentang  Pokok — pokek
Hetenppakerjzan {Lembanm Negera 81 Nomor 35 Tahun 1869 1ambehan
Lemnaran Megara-omor 2912 )

|ndang-undang Nomer 8 Tahun 1981 tentanp Hukum Acara Pydana
{ Lembar Megara BRI Tehun 1981 Momor 76, Tambahan Lembarmun Nepars
Moamor 3209 )

Undang-undang  Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemenntzhan  Thaerab
{Lemharan Meégara Republik Indomesia tahan 1999 Nemor 60 Tambahan
Lembaren Wegaia Momor 3839 ),

Perataran Pemenntsh Nomar 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan hitab
Undang-undang Hukum Acara Pidama { Lember Megara BRI Tghun 1583
Momar 36, Tambahan Lembaran Megara MNomor 3258 ] .

Persturan Pemerintah Moemor 25 lahun 2060 lentang  Kewenangin
Darmerintah dan Kewenapan Proping sehapm Daersh Ctonom Tembardn
Megarm Republil Indonesta Tahun 2000 Nomer 54, Tambahan Lembaran
miegara Nomor 3452 )

Keputusan Preswlen Momor dd Trhune [%550 fentang Tekmk Penvisunam
Peraturan  Penmibop-undangan dan Boptek Raccangan Undang-uncang.
Rancangan  Permuran  Pemerintah  dan  Rencangar  Repatusan Presiden
{ Tembaran Megarm RT Tehun 1059 Momor 7003

Persturan Dacrih Fabapaten Muarma Enim Bomotr 2 Tahun 1983 tentang
Penwidik Pegawa: Megeri Sipd dainm Kabupaten hiusra Enmn { Lembaran
Dracrah Kabupaten bMuara Enim Nomaor 03 Sene T 5

Pemutucen Daeraly Babupaten Moure Emm Nomar 16 Tahun 2000 tenbing
Fewenangan Pemerintsh Kebupaten Muars Emim { Lembaran  Taesah
witbupaten Muara Erom Tahun 2000 Nomor 26 ) L

“aratuzan Digerah Kebupaten Muosra Faim Nomor 19 Tabun 20000 tentang
Fepbeniukan Crgansast dan Tats Rerja Dinas Dagah Eabupaten Musia Bom
¢ Lembaran Dacrzh Kabupaten Mussa Baim Tahun 2000 Nomor 337 .



Diengan Persemjnan

DEWAN PERWARILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENTM

MEMUTUSKAN

Menetapkan ¢ PERATURAN DAERAH TENTAMNG PENYELESAIAN PERSELISIHAR

INDUSTEIAL DI KABUPATEN MUARA ENIM.

BARB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daeral ini vang dimaksud dengan :

1.
2.
3.
d.

10.

11.

12.

Draerah adalah Kabepaston Muara Emm.

FPemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Bupati dalah Bupat: Muara Enim.

[¥nas Tenaga Foega dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kera dan Transmigrasi
Kabupaten Muara Enim,

Kepala Dinas adalah Kcpala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enm.
Pejabat vang ditunjuk adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muari
Erum.

Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan / ztau akan
melakukan pekergaan baik didalam maupun dalam hubungan ketja guna menghasitkan barang
atau jasa untuk memenuhi ksbutuhan masyarakat.

Pekerja adalah tenaga kerja yang bekega didalam hubungan kerja pada Perusahaan dengan
menerima upah.

Perusahasn adalah orang atan badan hukum vang menjalankan Perusahaan untuk sendin atau
milik orang lain atau mewakili arang atau badan yang berkedudukan didalam Rabupaien
Muara Enim, vang mempekerjakan sam orang atau lebih tenaga kerja dengan membayar upah
Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam
proses produksi barang atau jasa yvang meliputi pengusaha, peketja dan permerintalh.
Persclisihan Industrial adalih perselisihan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan
pekerja atau serikat pckerja dan atau serikat pekerja karcna tidak adanya persesuaian pahan
mengenai sayarat-syarat kerja, pelaksanaan kerja, hubungan kerja dan atau kondisi kerga.
Pengusaha adalah orang atan perorangan, persckutuan atau badan hukum vang beradi
di daerah mewakilh Perusahaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

FPasal 2

Maksud dan tujuan penyelesaian perselisihan industrial adalah agar terciptanya hubungan yang
scsual antara pengusaha dengan pekerja dan terciptanya penyelesaian yang dapat menjermbatand
kepentingan pekera dan pengusaha bila terjadi persclisihan,



BAB IMI
FPERSELISIHAN INDUSTRIAL

Pasal 3

(1), Perselisihan Industrial dapat terjadi antara pengussha dengan pekerja dan pengusaha atsu
gabungan pengusaha dengan serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja.

(2). Persclisihan sebasgaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan syaral-syarat
kerja, pelaksanaan norma kerja di Perusahasn, hubungan kerja antara pengusaha dengan
pekerja dan kondisi kerja di Perusahaan,

BAB IV
PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 4

Setiap persclisihan industrial diupayakan penyelesaiannya dengan musyawarah untuk mencapid
mufakat olch para pihak. Apabila tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak, maka masing-
masing pihak dapat mengajukan permohonan penyelesaian ke Panitia Penyclesaian Perselisihan

pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi.

Pasal §
Dialam hal upaya yanng dilakukan melalyi perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
tidak mencapai kesspakatan, pihak yang berselisih dapat menempuh jalan penyelesaian melalui
jalur pengadilan dan diluar pengadilan.

Pasal 6

(1), Penyeclesaian perselisihan indutrial melatui jalur pengadilan dapat ditempuh melalui gugatan
perdata sesuai dengan domisili hukum yang dipilih pihak pekerja dan pihak pengusaha.

. Penvelesaian perselisihan industrial melalui jalur diluar pengadilan dapat ditempub melalui
Arbitrasi ataw Mediasi

—
[
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BAR ¥V
PENYELESAIAN PERSELISTHAN MELALUL JALTUR ARBITRASE

Pasal 7

(1). Penyelesaian Persclisihan Indusirial melalui Arbitrase hanya dapat ditempuh atas dasar
kehendak dan kesepakatan.

(7). Kchendak dan kesepakatan para pihak yang berselisih sebagaimand dimaksud pada  aval
(1} dinyatakan secara tertulis dalam suatu perjanjian.



Pasal &
urat Pepjanpen sehogammens dmmakend pads pass] 7 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat
Nama, slamat zizu tempat kedodukan pada pthak yang berselisih
Pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisithan vang diserahkan kepada arbitrase untuk
disslesaikan dan diambi! keputusan,

“Nama dan alamat, waku, anggota sidang arbitrase yang difunjuk.

Pernyvataan para pihak vang bersalisih untuk tunduk dan menjalankan keputisan arbitrase.
Pemnyataan pengusaha sepenuhnya kepada arbifrase dalam penyelesaian tugasnya.
Tempat, tanggal pembuatan surat perjanjian dan tanda tangan para pihak vang berselisih.
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Pasd 9

Penunjukan angpota sidang arbitrase dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang
bersclisih.

Pasal 10

(1). Surat perjanjian yang diajukan oleh pihak yang berselisih tidak dapat ditarik kembali atan
dibatalkan setelah dimohonkan sidang arbitrase.

{2}, Keputusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berselisih
dan mempakan kepufusan akhir vang mempunyai kekuatan hukum vang tetap

Fasal 1]

(1) Syaral-syarat vang diperlukan untuk dapat menjadi anggota arbitrase adalah
Memahami hukum ketenaga kerjaan

a
k. 1apat berlaku adil.
¢. Tidak ada hubungan hukum dengan pihak perusahaan dan tidak ada hubungan keluarga

sampai dengan derajat ketiga baik dengan pihak pekerja maupun pibak pengusaha.
Herdomisili tetap di Kabuapten Muara Enim.

e

{2). Pihak anggota arbitrasc yang bersidang ditentukan jumlahnya, minimal 3 orang  dan
maksimal 7 orang.

{3). Untuk mengadakan sidang arbitrase, para anggota arbitrasi menetapkan jadwal sidang dan
kema sidang,

Fasal 12
Penunjukan arbitrase vang tclah memenuhi syarat disampaikan kepada Bupati melalui Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk selanjutnya ditetapkan dengan Kepumsan Bupati.
BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISTHAN MELALUI JALUR MEDIASI
FPasal 13
(1. Penyelesaian melalui jalur mediasi dilakukan atas dasar permintaan salab satu pihak.
{21 Permnintaan ssbagaimanz dimaksud pada ayat (1} harus disampaikan secara tertulis kepada

Dinas Tenaga Kega dan Transmigrasi untok sslanjutnye Kepala Dinas menunjuk tin
peEaval perantara.
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Pegawai Porantira selakn mediztor sudah harus menyelesaikan migasnya palimg lambat
30 (dga puluh) han kerja scjak mensrima tugas penyelesaian perselisthan.

Dalam melakukan mgasnva pegawal perantara berhak memanggl para pihak yang
bersslisih.

. Apabila para pihak tidak menghadiri panggilan pegawal perantara schanyak 2 {dua) kal

dapat dipaksakan melalui panggilan paksa dengan bantuan pihak Kepolisian.

Pasel 15

Penyelesaian persclisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal
14 dinvalakan dalam beatuk anjuran.

Apabila perselisihan indusitial dapat diselesaikan melalui mediasi oleh Pegawai Perantara
dibuat Persetijuan Bersama vang ditanda tangani oleh Pegawai Perantara dan para prhalc
vang berselisih dan diketahui olch Kepala Dinas.

Para pihak yang bersclisih tunduk dan melaksanakan persetujuan bersama sebagaimana
dimaksud pada avat (2}

Pasal I
Apabila perselisihan industrial tidak dapat dissleszikan eleh Pegawai Perantara aslakil
mediator, olch Pegawai Perantara diberitahukan kepada pihak yang bersclisth segera
melimpalikan persglisihan tersebut kepada lembaga penyelesaian perselisiban industrial.
1 embaga Peryvelesaian Perselisihan Industrial sebagaiman avat (1) bertugas menyelesalkan

perselisthan indusinal

Pived 17

Sebelum terbetuk Tembaga Penvelesaian Perselisithan Industrial dalam beniuk lain menurut
Undang — undang, Pepawai Perantara melimpahkan penyslesaian persclisihan dalam hal tidak
tercapai kesepakatan kepada Panitia Penyelesaian Persclisihan Perburuhan Dacrah ( P41 ) ataw
Panitia Penvelesaian Perselisiban Perburuhan Pusat { P4F )

{11

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Dalam hal para pibak vang bersilisib tidak memenuhi panggilan pegawa perantra sebanyal:
2 Lali Dermuru-iurst dikenakan pidana Kurungan 3 (tiga) bulan  ataw denda sebanyak-
banyakava Rp. 5.000.000,- | Lima Jura Rupiah }.



dizator ke Kas Pemda Kabupaten Muara R

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasad 19

(1} Selain  pejabat penyvidik umum  vang bertugas menvidik undak  pidana  penyidikan
sebapaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik
Pesawa Negeri Sipil { #PNS | dilingkunpan Pemerintah Kabupaten vang penpangkatannya
ditctapkan seseuan dengan Peraturan Perundang-undangan vang berlaku

(2} Dalam melaksanakan pemvadikan para pejabat Peryvedik Pegawai MNegeri Sipil sebagaimana
dimaksud avat (1} pasal 1 berwenang
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Mencrima laporan alau pengaduan dar sescorang lentang adanya tindak pidana atau
pelanraran

felakukan tindak pdana pada saar i ditempat kejadian dan melakuakn pemenksaan.
menvuruh herhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dar rersangka.
Melakuakn penyitazn benda atau sural,
Memaneeil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai wrsangha atau saksi.
Mengambil sidik jan dan memotret seseorang.
Mendatangkan seseorang ahli yang diperiukan dalam hobungannva dengan pemeriksaan
perkira.
‘Menghentikan penvidikan setelab mendapat petunjuk dan penvidik wmum baliwa ndak
terdapat cukup bukti atau peristiva tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melale petunjuk emum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,
tersangka atau keluarganyi,
Muelakukan tindakan fain menurut hukum vang Jepat diperfangpung jawabkan.

(3} Penvidik sehapaimana dimaksud ayvat (1) memberitahukan dimulainya penvidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannyva kepada Peountot Umum sesuan dengan ketentuan vang
dratur datam Undang Undang Nomor 3 Tabun 1981 tentang Hubum Acara Pidana

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Fasal 20

{11 Dengan ditetapkannva Peraturan Tacrah ind, maka Peraturan yang mengatur tentang hal-hal
vang dimaksud Peraturan Dacrah imn dinvatakan tadak berlaku

(2

Hal-ha! vang belum diatur dalam Peraturan Daerah o sepanjang mengenil pelaksanaaniya
akan digtur lehih tanjut oleh Bupati.



Paxed 21

Peraturan Dacrah ini mulal berleko pada angeal diundangkan
Agrar setiap arang mengeiahuinva, memenntahkan penpundangannya Peraturan Daerah

dengan Penctapannya dalam Lembman Daerah Kabupaten Muara Eoim.

Dritetaploin di Muars Enim
pada tanggal 31 Jul: 2007
BUPATI MUARA ENIM

AHMAD S0FJAN EFFENDIL

Diundanglnn di dMuara Enim

pada tanwex) 31 Juli 2009

SERRETARISDAERAH
KABUPATEMN ARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DERAIL EABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR
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